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PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER-06/MBU/12/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

NOMOR PER-10/MBU/07/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang Badan Usaha Milik 

Negara, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 41 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara, sehingga Peraturan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan 

Usaha Milik Negara perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang 

Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 

Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), 

Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan 

(PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4305); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 74); 

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 

PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379);   
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

NOMOR PER-10/MBU/07/2015 TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK 

NEGARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1379), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan huruf j dan huruf i Pasal 4 dihapus, sehingga 

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

Kementerian BUMN terdiri atas: 

a. Sekretariat Kementerian; 

b. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi; 

c. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan 

Pariwisata; 

d. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri 

Strategis, dan Media; 

e. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan 

Prasarana Perhubungan; 

f. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, 

dan Konsultan; 

g. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan 

Usaha; 

h. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis; 

i. Dihapus; dan 

j. Dihapus. 
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2. Ketentuan Pasal 34 diubah berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 34 

(1) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas 

penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan 

pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan unit 

Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh 

jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses 

penyelesaian sengketa, pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum berupa pendampingan kepada 

mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai 

Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh 

aparat penegak hukum yang berkaitan dengan 

jabatan, serta pelaksanaan koordinasi pemberian 

keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang 

dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait 

BUMN dan/atau Kementerian BUMN yang terkait 

dengan BUMN, pejabat, dan/atau mantan pejabat di 

lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN, Deputi 

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Deputi 

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan 

Pariwisata, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, 

Industri Strategis, dan Media. 

(2) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas 

penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan 

pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan unit 

Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh 

jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses 

penyelesaian sengketa, pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum berupa pendampingan kepada 

mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai 

Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh 

aparat penegak hukum yang berkaitan dengan  

jabatan,   serta  pelaksanaan  koordinasi  pemberian 

www.peraturan.go.id



2017, No.1782 
-5- 

keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang 

dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait 

BUMN dan/atau Kementerian BUMN yang terkait 

dengan BUMN, pejabat, dan/atau mantan pejabat di 

lingkungan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan 

Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputi Bidang 

Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan, 

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan 

Usaha, dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis. 

 

3. Ketentuan huruf m Pasal 40 dihapus, sehingga Pasal 40 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 40 

Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri atas:  

a. Subbagian Tata Kelola Administrasi dan 

Perpustakaan; 

b. Subbagian Perbendaharaan; 

c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; 

d. Subbagian Tata Usaha Menteri; 

e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian; 

f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha 

Industri Agro dan Farmasi; 

g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Energi, 

Logistik, Kawasan, dan Pariwisata; 

h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha 

Pertambangan, Industri Strategis, dan Media; 

i. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha 

Konstruksi dan Sarana dan Prasarana 

Perhubungan; 

j. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Usaha Jasa 

Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan; 

k. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang 

Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha; 

l. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur 

Bisnis; dan  

m.   Dihapus. 
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